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PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  dalam tingkat  pertama,  dalam sidang  Hakim,  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Midai, 14 Januari 2000, agama

Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA,

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Natuna,

Provinsi  Kepulauan  Riau,  berdomisili  di  JL.

Agus Salim,  RT001 RW008, Kelurahan Ranai

Kota, Kecamatan Bunguran Timur,  Kabupaten

Natuna,  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor

Telepon  082208320914,  Alamat  e-mail:

xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir  Kelanga,  20  Agustus  1993,

agama  Islam,  pekerjaan  wiraswasta,

pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten

Natuna,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
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Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  17  Januari

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan  Pengadilan Agama Natuna pada hari itu

juga  dengan  register  perkara  Nomor  14/Pdt.G/2023/PA.Ntn,  mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 26 

Agustus 2019 yang dicatat  oleh Pegawai Pencatat  Nikah Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Bunguran  Timur,  Kabupaten  Natuna,  Provinsi

Kepulauan  Riau,  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

0158/032/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah orang  tua  Penggugat  di  JL.  Agus  Salim,  Kelurahan  Ranai  Kota,

Kecamatan Bunguran Timur, sampai akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama,  dan  bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

yang bernama Anakanggal lahir 27 April 2021; 

Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  mulanya  rukun  akan

tetapi  sejak  tanggal  18  Februari  2022  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  disebabkan  Tergugat  mengaku  kepada  Penggugat  bahwa

Tergugat  melakukan  pinjaman  online  dan  uang  hasil  pinjaman  online

tersebut digunakan untuk bermain judi;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada

tanggal  17  Juli  2022,  yang  mana  Tergugat  pergi  dari  tempat  tinggal

bersama karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena alasan

tersebut  diatas  (angka 4),  sejak saat  itu  Penggugat  dan Tergugat  pisah

rumah,  selama berpisah Tergugat  tidak  pernah kembali  tinggal  bersama

dan  menjalakan  kewajiban  sebagaimana  layaknya  suami-istri,   bahkan

sekarang  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  berkomunikasi

dengan baik lagi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
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7. Bahwa  akibat  dari  kejadian  tersebut,  Penggugat  tidak  mau  lagi

melanjutkan  rumah  tangga  dengan  Tergugat  karena  sudah  sulit  untuk

membina  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah

sebagaimana  tujuan  perkawinan  dan  Penggugat  bersedia  menanggung

segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa anak  sebagaimana tersebut di  atas masih dibawah umur dan

tentu  masih  sangat  membutuhkan  hak  asuh  dari  Penggugat  selaku  ibu

kandungnya, dan menghindar pengaruh negatif  dari  pertumbuhan mental

dan  fisik  anak  tersebut  dari  perilaku  buruk  Tergugat,  maka  Penggugat

menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya

pemeliharaan,  biaya  pedidikan  dan  kesehatan  sampai  dengan

dewas/mandiri yang ditaksir perbulan  sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta

rupiah),  oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui

Tergugat  sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai  anak  tersebut

dewasa/mandiri  dengan  kenaikan  5  (lima)  sampai  10  (sepuluh)  persen

setiap tahunnya;

10. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua  Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  anak  bernama

Anakanggal  lahir  27  April  2021  dengan  memberikan hak akses kepada

Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;  

4. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah)  anak  sebagaimana  tersebut  pada  diktum  angka  3  (tiga)
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sejumlah  Rp.2.000.000.-  (dua  juta  rupiah)  setiap  bulan  yang  diberikan

melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak

tersebut dewasa/mandiri  dengan kenaikan 5 (lima) sampai  10 (sepuluh) 

persen setiap tahunnya;  

5. Membebankan  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku;  

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,  mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati

Penggugat agar  tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun

dan  kembali  membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat  akan  tetapi  tidak

berhasil;

Bahwa  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka

mediasi  atas  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  olehnya  itu  pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103075401000001, atas

nama Lisa Fitri. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
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dan Catatan Sipil  Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.1).Diberi tanggal dan paraf Hakim; 

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/03/KRK-PEM,

tanggal 13 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ranai Kota,

Kecamatan Bunguran Timur,  Kabupaten Natuna,  Provinsi  Kepulauan

Riau.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim,  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P.2).Diberi tanggal dan paraf Hakim; 

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Bunguran Timur,  Kabupaten Natuna,  Provinsi  Kepulauan

Riau, Nomor 0158/032/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti

(P.3).Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi  Akta  Kelahiran  Nomor  2103-LT-18082021-0002,  atas

nama Nura Qairina Ramadhani,  yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Natuna,  Provinsi

Kepulauan Riau, tanggal 19 Agustus 2021. Bukti  surat tersebut telah

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal

dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,

di  bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

ayah dari Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  tinggal  di  orang tua

Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  1  (satu)  orang anak,

bernama  Anak,  sekarang  anak  tersebut  berada  dalam  asuhan

Penggugat; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  mendengar  langsung  pertengkaran  dan  perselisihan

Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa setahu  saksi,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan Tergugat  karena masalah Tergugat  hutang online dan

uang digunakan untuk judi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan 6 bulan

yang lalu; 

- Bahwa  setahu  saksi,  Tergugat  pergi  meninggalkan  tempat  tinggal

bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi lagi; 

- Bahwa saksi  sebagai orang tua pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

-  Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai apa;

Saksi  2,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Ibu

Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kecamatan  Bunguran  Timur,

Kabupaten  Natuna,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

ibu dari Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  tinggal  di  orang tua

Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama;
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- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  1  (satu)  orang anak,

bernama  Anak,  sekarang  anak  tersebut  berada  dalam  asuhan

Penggugat; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  mendengar  langsung  pertengkaran  dan  perselisihan

Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa setahu  saksi,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan Tergugat  karena masalah Tergugat  hutang online dan

uang digunakan untuk judi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan 6 bulan

yang lalu; 

- Bahwa  setahu  saksi,  Tergugat  pergi  meninggalkan  tempat  tinggal

bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi lagi;

-   Bahwa saksi sebagai orang tua pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

-  Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai apa; 

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu  apapun  lagi  serta  mohon

putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  termasuk  bidang  perkawinan

dan  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  Kabupaten  Natuna,  maka

berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut

dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang,  bahwa proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan; 

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  pihak

Penggugat  agar  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai,  sebagaimana

dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata

tidak  berhasil,  Penggugat  tetap  pada  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  cerai  Penggugat

dikumulasikan dengan gugatan hadhanah dan nafkah anak, maka Hakim akan

mempertimbangkan secara satu persatu sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai  adalah  bahwa  Tergugat  mengaku  kepada  Penggugat  bahwa  Tergugat

melakukan pinjaman online dan uang hasil pinjaman online tersebut digunakan

untuk bermain judi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah sejak Juli 2022,

dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
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perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam

duduk perkara dan bukti surat berkode  P.1 -  P.4  tersebut telah dimeterai dan

dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga

alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk dan surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

berwenang, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, memuat tanggal bulan

dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah

diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1

dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti; 

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai

Penggugat  bertempat  tinggal  di  Kecamatan  Bunguran  Timur,  Kabupaten

Natuna,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  relevan  dengan  perkara,  dan  tidak

bertentangan  dengan  hukum  maka  Hakim  berpendapat  bahwa  alat  bukti

tersebut memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang

sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus

dinyatakan  terbukti  bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum

Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P.3  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah  dengan

Tergugat pada tanggal 26  Agustus 2019, relevan dengan dalil  yang hendak

dibuktikan  oleh  Penggugat,  maka  bukti  P  telah  memenuhi  syarat  materil

sebagai  akta otentik yang mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;
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 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 06  Desember  2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1)  Kompilasi  Hukum Islam yang  pernikahannya  telah  tercatat  pada  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna oleh karena itu

Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P.4  berupa

fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Anakanggal lahir 27 April 2021  adalah

anak Penggugat dan Tergugat, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat materil

sebagai  akta otentik yang mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  dan,  keduanya  telah  memberikan  keterangan  sebagaimana  telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi  tersebut,  maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang  anak  bernama  Anakanggal  lahir  27  April  2021,  anak  tersebut

berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berhutang

online dan uangnya digunakan untuk judi;

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

Juli 2022, selama pisah tidak ada komunikasi; 

 Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

 Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan

Tergugat  dalam  kondisi  baik,  dan  Penggugat  tidak  pernah  melakukan

kekerasan kepada anak-anaknya;

 Bahwa Tergugat tidak diketahui bekerja sebagai apa;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

saling  menghormati  dan  saling  menyayangi  serta  bergaul  dalam  suasana

penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta

ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman

kata,  tindakan/perbuatan  dan  pemikiran  serta  saling  pengertian  satu  sama

lainnya,  berakibat  tidak  rukun  dan  harmonisnya  lagi  rumah  tangga  antara

Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan

rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

berlangsung sejak Juli 2022 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat

serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi  ada komunikasi,

tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat

tidak  lagi  menafkahi  Penggugat,  hal  ini  merupakan  indikasi  adanya

ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat

menciderai  keutuhan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  patut

disimpulkan  bahwa  perselisihan  Penggugat  dengan  Tergugat  masih

berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

mempunyai  rasa  cinta,  hormat,  dan  setia,  dimana  rasa  cinta,  hormat
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menghormati  dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan

yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri

dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal  sesuai  Pasal  1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa

dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah ar-Rum ayat 21:

ا  لتِسَْكنُوُْ       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓتهِيٰٰومَِنْ ازَْواَجًا انَفُْسِكمُْ مِنْ لكَمُْ خَلقََ وجََعلََ  ٓانَْ الِيَهْاَ ا

ورَّحْمَةً    مّودَةًّ ذ  ۗبيَنْكَمُْ فيِْ لَ ٰانِّ يتّفَكَرُّونَْ  ٰيٰلكَِ ٍ تٍلقَِومْ  

Artinya:   Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa

kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila

dipaksakan  untuk  diteruskan,  maka  akan  membawa  mafsadat  lebih  besar

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang

berbunyi :

المَْصَلحِِ      جَلبِْ مِنْ أوَلْىَ المَْفَاسِدِ درَْءُ

Artinya:  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kesimpulan  Penggugat  di  depan

persidangan,  yakni  Penggugat  berketetapan  hati  ingin  bercerai  dengan

Tergugat  dan  Penggugat  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  maka

dalam hal  ini  Hakim perlu mempertimbangkan pendapat  pakar hukum Islam

sebagaimana yang termuat dalam kitab  Al Iqna  Juz II  halaman 133 sebagai

berikut :

عليه        طلسسق لزوجهسسا الزوجة رغبة عدم اشتد وان
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طلقة   القاضى

Artinya  :  “Apabila  ketidak  senangan  seorang  istri  kepada  suaminya  telah

mencapai  puncaknya,  maka  pada  saat  itu  hakim  diperbolehkan

menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Hakim  memandang  perlu

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman

248,  kemudian  diambil  alih  sebagai  pendapat  Hakim,  yang  artinya  :  “Maka

apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri

atau  pengakuan  suami,  sedangkan  adanya  perihal  yang  menyakitkan   itu

menyebabkan  tidak  adanya  pergaulan  yang  pantas  antara  keduanya,  dan

Hakim  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  maka  Hakim  dapat

menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan

akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam

penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi

Hukum  Islam  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  oleh

karenanya  gugatan  Penggugat  harus  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak

satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  datang  menghadap  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sebagai

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

yang  sah  sehingga  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  mengakibatkan  tidak

dapatnya  didengar  keterangannya  atau  setidak-tidaknya  untuk  membantah

dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  maka  berdasarkan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  yang  dikumulasikan  dengan
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gugatan hadhanah dan nafkah anak yang merupakan akibat suatu perceraian

(konsekuensi  yuridis)  dan  karenanya  dengan  didasarkan  kepada  ketentuan

Pasal  86  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah di  ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  tidak

pernah datang menghadap di  persidangan,  meskipun telah  dipanggil  secara

resmi  dan  patut,  sehingga  Hakim  menilai  bahwa  Tergugat  tidak  hendak

menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidak-tidaknya dalil-dalil gugatan

Penggugat  tidak  dibantah  oleh  Tergugat.  Maka  pada  dasarnya  dalil-dalil

gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang,  bahwa terhadap tuntutan  Penggugat  mengenai  hadlanah

dan nafkah anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  telah  terbukti  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai seorang anak,  yang bernama  Anakanggal lahir 27 April  2021, dan

sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,  kedua anak tersebut

tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat

penyayang serta telah merawat anak-anaknya dengan baik.  Sehingga kondisi

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang  Kesejahteraan  Anak  Pasal  2  Ayat  (1)  menjelaskan  bahwa:  “Anak

berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan  dan  bimbingan  berdasarkan

kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk

tumbuh dan berkembang dengan wajar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “Tentang

hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak”.

Dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung

kepada  bantuan/pertolongan  dan  kedekatan  sang  ibu,  sehingga  Hakim

berkesimpulan bahwa Penggugat  (selaku ibu dari  anak tersebut)  telah layak

ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah bagi seorang anak Penggugat dan
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Tergugat yang bernama Anakanggal lahir 27 April 2021;

Menimbang bahwa sesuai  ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017,

meskipun  Penggugat  diberi  hak  asuh  atas  kedua  anaknya,  akan  tetapi

Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu

dengan  anak  tersebut.  Dan  jika  ternyata  Penggugat  tidak  memberi  akses

kepada  Tergugat  maka  hal  itu  dapat  dijadikan  alasan  bagi  Tergugat  untuk

mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas

maka Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tentang

hak asuh anak (hadhanah) sehingga tuntutan hak asuh anak dari Penggugat

dapat  dikabulkan  dengan  menyatakan  nak  Penggugat  dan  Tergugat  yang

bernama  Anakanggal  lahir  27  April  2021,  berada  dalam  pemeliharaan

(hadlanah)  Penggugat  sebagai  ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat

untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu

dengan anak tersebut;

Menimbang,  bahwa  mengenai  tuntutan  Penggugat  agar  nafkah  anak

Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab Tergugat, maka dalam hal ini

Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah beralasan menurut hukum,

sesuai  ketentuan  Pasal  41  huruf  b  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan jo.  Pasal  105 huruf  c dan Pasal  149 huruf  d Kompilasi

Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah

sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat

tersebut,  meskipun  tidak  ada  tanggapan  dari  Tergugat,  akan  tetapi

sesungguhnya nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah)

terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d)

Kompilasi  Hukum Islam yang berbunyi:  “Bilamana perkawinan putus  karena

talak,  maka bekas suami  wajib:  …,  d)  Memeberikan biaya hadhanah untuk

anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang,  bahwa kewajiban memberi  nafkah oleh  orang tua (ayah)

kepada  anaknya  adalah  sesuai  dengan  kebutuhan  akan  pertumbuhan  dan
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perkembangan  anak,  namun  tidak  pula  dapat  mengesampingkan  atas

kemampuan orang tua (ayah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui memiliki pekerjaan apa dan

penghasilannya  berapa,  dengan  umur  Tergugat  yang  masih  produktif,  oleh

karena  itu  Hakim menetapkan  Tergugat  mampu untuk  mencari  dan  mampu

membayar  nafkah untuk  anaknya bernama  Anakanggal  lahir  27  April  2021,

sebesar  Rp.500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulan sampai  anak

tersebut dewasa dan mandiri/berumur 21 tahun;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  fluktuasi  nilai  rupiah  dan  untuk

memenuhi  kebutuhan  minimum  anak  selama  anak-anak  tersebut  bersama

dengan  Penggugat,  maka  perlu  kenaikan  5%  (lima  persen)  pertahun  dari

jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016).

Dengan  demikian,  Tergugat  harus  dihukum  untuk  membayar  kepada

Penggugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah yang telah

ditetapkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut

setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan  Penggugat sebagai  pemegang  hak  asuh  (hadhanah)

atas  anak-anak yang bernama Anakanggal lahir 27 April 2021 dengan
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tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak

tersebut:

5. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di

atas  sejumlah  Rp.500.000,00  (Lima Ratus  Ribu  Rupiah)  setiap  bulan

yang  diberikan  melalui  Penggugat  terhitung  sejak  amar  putusan

dijatuhkan  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  mandiri/umur  21  tahun

dengan kenaikan sebesar 5% (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya

pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari

Selasa tanggal  31 Januari  2023  Masehi bertepatan dengan tanggal  9 Rajab

1444  Hijriah  oleh  Padmilah,  S.H.I.,  M.H. sebagai  Hakim  tunggal  dan

didampingi oleh Edy Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Padmilah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Edy Efrizal, S.H., M.H.
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 200.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
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